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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NOMOR : q IDPRP/2025
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TERHADAP

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Papua, Kepala Daerah Provinsi Papua dan Badan
Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua telah
mengusulkan Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus
Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama
dengan Kepala Daerah telah menentukan skala prioritas
Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus dalam bentuk
Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2025;

bahwa Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada
huruf b, telah disetujui oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Papua untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2025;

bahwa untuk memenuhi huruf a, huruf b dan huruf ¢ tersebut
diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPR Papua.

" Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi
Irian Barat Jo. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1973
tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4155) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

9. Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib
DPR Papua.

1. Pengusulan Kepala Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan
Daerah DPR Papua tentang pembentukan Rancangan Perdasi
dan Perdasus sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025 yang disampaikan pada Rapat
Paripurna ke-1 DPR Papua tanggal 15 April 2025;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua
tentang materi Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025, yang disampaikan dalam Rapat
Paripurna ke-2 DPR Papua tanggal, 15 April 2025;

3. Pendapat Akhir Fraksi DPR Papua terhadap Rancangan
Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun
.2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR Papua
tanggal, 16 April 2025,

Permusyawaratan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua

pada Rapat Paripurna ke-3 DPR Papua tanggal 16 April 2025,

MEMUTUSKAN

Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua

" Tahun 2025;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 14 (empat
belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi/Raperdasus) terdiri
dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi/Raperdasus)
usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan 7 (tujuh) Rancangan
Peraturan Daerah (Raperdasi/Raperdasus) atas prakarsa DPR
Papua, sebagaimana daftar terlampir;

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, selanjutnya sebagai
dasar dalam pembahasan dan penetapan Raperdasi dan Raperdasus

pada Tahun 2025;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura;
Pada tanggal : 16 April 2025.
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TENTANG.
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- Pembinaan dan Perindungan Bahasa dan Sastra

i Provinsi Papua.

- Pembelajaran i Lingkungan Formal dan Non Fomal
Masyarakat

Sekoin, Kekarga Oan




